
PEFATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR A17 TAHU¥ 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA PUSA 
PELA TIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Persturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Deerah dan Pasal 42 
Peraturan Guberur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kera Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl, perlu menetapkan Peraturan 
Guberur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Pusat Pelatihen Kerja Khusus Pengembangan Las; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokx-pokok Kepegawaian 
sobagaimana telah diubah dengan Undang-UJndang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Kouangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Uindsng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturn 
Perndang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimans telsh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsl 
Daerah Kusus lbukota Jakarta cetagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

8. Peraturan Pemerintat Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Menimbang 

Mongingat 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tntang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pererintah Normor 8 Tahun 2008; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
rusan Pemerintahan antara Pemerintah, emerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemnerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

12, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kouangan Daerah sebagaimana tolah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

15. Peraturan Mentori Dalam Nagent Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasl Perangkat Daerah Pronsl Daerah Khu9us lbukota Jakarta; 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahu 2008 tentang Organisasi Perangkat Daorah; 

17. Peraturan Gubermur Nomor 119 Tahun 2009 tontang Organlsasi dan 
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

MEMU'TUSKAN; 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEIBEN TUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PUSAT PELATHAN KER.J4 KHUSUS PENGEMBANGAN 
LAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal t 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ; 

1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubermur dan Perangkat Daerah sebagal 
unsur penyolnggara Pemerintahan Daorah, 

3. Guberur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provins! Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Inspektorat adalah inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

I 
• 

• I 
• 
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7. Badan Kopegawalan Daerah adalah Badan Kepegawalan Daergh 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksane 
Sekretariat Daerah. 

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dings Tenaga Korja den Transmigrasi 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

11. Pusat Pelatihan Ker]a Khusus Pengembangan Las yang selanjutnya 
disingikat PPKKPL adalah Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan 
Las Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusst Platihan Kerja Khu&us 
Pengembangan Las. 

BAB IN 

PEMBENT UKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Pusat Pelatlhan Kerja Khusus 
Pengerbangan Las. 

BAB IN 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGI 

Pasal 3 

(1) PKKPL merupakan Unit Pelaksana Toknls Dinas Tenaga Korja dan 
Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlign dan keteramplan 
kerja bagi tenaga kerja di bidang las. 

(2) PPKKPL diplmpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanaksn 
tugas dan tungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 

(1) ppt mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan 
keterarpilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las. 

(2) Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud pada ayat 
(1), PPKKPL mempunyai fungsi; 

a. penyusunan Rencana Ker]a dan Anggaran (RKA) dan Dokumon 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKPi; 

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKPL; 
c. penyusunan program, kurikulurn den sllabus pelatihan khusus las; 
d. pelaksanaan pelatihan khusus las; 
e. permasaran program dan Lulusan pelatihan khusus las; 
f. pengelolaan fasiitas tempat dan peralatan pelatihan khusus las; 

• 

I 
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g pelaksanaan jasa pelayanan palatihan kerja dan jasa permanfaatan 
prasarana dan sarana pelatihan khusus las; 

h. p lasanaan er;a sama po la than  dan  pemasaran  lulusan  pelatih an 
khusus las: 

' pencatatan, pelaporan dan pertanggungiawa [asa pelaryanan 
pelatihan dan jasa permanfaatan prasarana dan saran.a pelalihan 
khusus las 

j. pelaksanaan evaluasl kegiatan pelatihan khusus las; 
• pelaksanaan pernantauan lulusan pel tihan  khusus  las;  
I. pelaksanaan pengelolean toknologi informasi ppKKL_; 
m. pelaksanaan publikasi kegiatan pppL; 

n. pengelolaan kepogarwaian, euangan dan barang; 
o. pelaksanaan kegi t  n  kerumahtangaan dan ketatausahaan; 
p. penyiapan bahan laporan Dinas yang terk.at dengan polaksanaan 

tugas dan fungsi PPKKPL; dan 
q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

PPKKL. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

pasal 5 

(1) Susunan Organisasi PPKKPL terdirt dart: 

a. Kepala Pusat; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksl Pelatihan; 
d. Selsi Uji Komp@tensi dan Pemasaran; dan 
6. Subkelopok J ab: ta n  Fungslonel. 

(2) Bagan Susunan Organissi pKKL sebagairana tercanturn dalam 
Lampiran I eraturan Gubernur inl 

Kepala Pusat mempunyal tu9as 

a. merimpin dan mengoordin silkcan pelaksanakan tugas dan fungsl 9KL 
sebagaimana dimnak.sud dalam Pasal 4; 

b. mengoordinaskan pelaksanaan tugas Subbagian, Selcsi den Subkelomnpok 
Jabatan Fungeional; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Kerja erang/at 
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansl 
Pemerintat/Swasta terkait, dalam angka pelaksanaan tugas dan 
fungsi PPKKPL; dan 

d. molaporkan dan mempertanggungiawab#an pelaksanaan tugas dan 
fungi PPKKPL. 
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Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal T 

(1) Subbagian Tata Usaha merpakan Satuan Kerja Staf dalam 
polaksanaan administrasi PP9KL 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dain bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas : 

a mepyosun betan Reoeane,g8,{2 Aggaran (8) gdan polumen 
• zzzzzegzzzzzzzziir#ts 

sosuai dengan lingkup tugasnya; 
c. mengoordinasika penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA 

dan Dokumnen Pelaksanaan Anggaran (DA) PKKL; 
d. menghimpun bahan dan mengoordinasik.an penyusunan rencana 

strategi PKKPL; 
e. melaksanakan monitoring, pengendallan dan ovaluasi pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKPL; 
t mean penguin,_ pen~tggg";k,egpygean. 

polaporan dan pertang~ungiawaban penerimaan 'pp(pt; 
g.melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
h. molaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan 

kearsipan PPKKPL; 
• melaksanaka perellharaan dan perawatan prasarana dan sarans 

erja PPKKPL; 
j. memelihara kebersihan, keindahan, kearanan dan ketertiban Kantor, 
k. melaksanakan pengololaan teknoiogi informasi KKPL; 
I melaksanakan publikasi kegiatgn PK'KL 
m. mengoordinaslka penyusunan la poran (keuangan, kinerja, kegiatan 

dan akuntabilitas) PPKKPL; 
n. monyiapkan bahan laporan PPKKpL yang terkait dengan tugas 

Subbagian Teta Usaha; dean 

o. melaporkan dan mempertanggungibkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 

Bagian Keempat 

Seksi Pelatihan 

Pasal 8 

(1) Seksi Pelatlhan merupakan Satuan Kerja Lni P9KL dalam pelaksanaan 
pelatihan dan pemasaran program. 

(2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas ; 

a. menyusun bahan PRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelgksanaan Anggaran (DPA) P9KL esual dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pp&KL 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. meyusun kurikulumn dan silabus pelatihan khusus las; 

r 
I 
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d. menyusun rencana pelaksanaan pelatihan khusus las; 
e. melalukan identifikasi kebutuhan pelatlhan khusus las; 
f. melaksanakan pelatihan khusus las; 
g. melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan khugus 

las; 
h. menghimpun, mengolah, m em allhar e,  menyarpalkan, mengembangkan 

dan memanfaatkan data dan informasi pela tihan  khusus  lag; 
i. menyiapkan bahan laporan PPKKPL dalam hal kegiatan pelatihan; dan 
j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Pelatihan. 

Bagian Kelima 

Seksi UJji Kompetensi dan Pemasaran 

Pasal 9 

(1) Saksi Uj Kompetensi dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja Lint 
PP&KL dale pelaksanaan uji kompetensi dan pernasaran program dan lluusan pelatihan khusus las. 

(2) Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran dlpimpin oleh sorang Kepala 
Seksi yang barkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepads 
Kepala Pusat. 

(3) Seksi Uj] Kompetensi dan Pemasaran mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dean Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKL sesual dengan linglup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKP 
sesual dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatthan 
khusus las; 

d. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan lulusan pelatihan khusus las; 
e. melaksanakan kegiatan uji kompetensi khusus las; 
f. memproses penerbitan sertifikat kompetensi khusus las; 
g. melaksanakan pemantauan lulusan pelatihan khusus las; 
h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi [ 

Profesi; 

l menyMapkan bahan aporan PPKKPL yang berkaitan dengan ujf 
ompetensi dan pemasaran; dan 

j. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas 
Seksi Uj Kompetensi dan Pemasaran, 

Baglan Keenam 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) PPKKPL dapat merpunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi 
strukturel PPKKPL. 

Pasal 1f 

(1) Dalam rangka mengembangkan i pejabat 
fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKKPL 
sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. 

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungslonal yang 
berkedudukan di bawah dan bentanggung jawab kopada Kepala Pusat. 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari pejabat 
fungsional yang dlhorati dikalangan pojabat fungeional sesuai 
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang 
dimiliki. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal Jabatan Fungslonal PPKKL (diatur 
dengan Peraturan Gubemur sebagal bagian dart pengaturan jabatan 
fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesual ketentuan 
peraturan perundang-undan. 

BAB V 

ESELON 

Pesa! 12 

(1) Kepala Pusat sebagairnana dimaksud dalam Pasel 5 ayat (1) huruf a 
adalah Jabatan Struktural Eselon Ill a. 

(2) Kopala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Esolon IV8 

(3) Kepala Seksl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKKPL wajlb taat dean 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undan. 

• 
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(2) Kepala Pusat mongembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
Satuan Korja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah 
(UKPD) dan/atau Instansi Pemertntat'Swasta terkalt, dalam rengka 
meningkatk.an kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
PPKKPL 

Pasal 14 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPKKL wafib melaks.anakan tugas masing­ 
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanan serta 
menerapkan prinsip kordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektlvitas dan efisiensi. 

Pasal 15 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Soksi dan Ketua Subkelompoke 
Jabatan Fungsional pada PPKKL wajib merimnpin, mengoordinasikan, 
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, 
mnembina dan menilai kinerja bawahan mgsing-masing. 

(2) Kopala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungslonal dan pegawal pada PPKKPL wajib mengikuti dan 
mematuhi perintah kodinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 16 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PKKL_ wajib mengawasl dean mengendalikan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­ 
langkah yang dipertukan apablla menernukan adanya penyimpanygan 
dan/atau indikasl penyimpangan. 

Pasal 17 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKKPL wajib menyampalkan 
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undan, 

(2) Atasan yang menerira laporan sebagaimana diraksud pads ayat (1) 
menindaklanjuti dan menladikan laporan yang diterima sebagal batan 
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan rasing-mnasing. 

Pasal 18 

(1) Sekretalat Da erah  melalui Biro Organiasl dan Tatalaksana melaksanakan 
pombinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap 
PKKPL_ gebagai bagian dari perbin an kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 



• 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembin n kelernbaga n, ketatalaksanaar 
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Gubemur. 

BAB VIL 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

(1) Fegawal Negeri Slpil pada PPKKPL merupakan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketontuan peraturan perundang-undangan l bidang kepegawalan. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PKKPL mendapat 
pembinaan dani Sekretaris Daerah melalgi Badan Kepegawaian Daerah 
dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dart perbinaan 
kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

BAB VIL 
KEUANGAN 

Pasal 20 
(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL Ilbebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelolaan be la nja  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undan di bldang keuangan 
negaraldaerah 

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fun@et 
PpKKPL merupakan pendapatan daerah. 

(2) Pengellaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanan 
bidang keuangan negara/daerah. 

BAB DX 

ASET 

Pasal 22 
(1) Aset yang dipergunakan oleh PPKKL sbagai prasarana dan samane 

kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

• 
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sbagalrnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanal.an sesuai ketentuan poraturan 
perundang-undan di bidang keuangan negara/deerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undan di bidang pengelolaan barang millk 
negara/daerah. 

Pasel 23 

(1) Prasarana dan sarana korja yang diterima dalam bentuk pemberian, 
hibah dan bantuan dart pihak keliga kepads PPKKPL dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penedmaan barang 
daerah 

(2) Penerirmaan barang daerah sebagairana dimaksud pada yat (1) 
segera dilaporkan kepada Kepala Dines untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Guberur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Pejabat Pengelole Keuangan Deorah sekaligus sebagai 
Bendahara Urum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset 

daorah 

8AB X 

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

PAsal 24 

(f) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (sat) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 
1 (satu) orang Kepala Seksl Pelat/han dan 1 (satu) orang Kepala Soksl 
Uj Kompetensi dan emasaran sabegai bawahan langeung. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknye oleh 
1f (sebelas) orang Pejabat Fungslonal Urum/Tortentu sobagal 
bawahan langsung 

(3) Kepala Seksi Pelatihan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 18 (delapan 
belas) orang Pejabat Fungsional UmumTertentu sebagal bawahan 
langsung. 

(4) Kepala Seksl Uj Kompetonsi dan Permasaran dibantu sebanyak­ 
banyaknya oleh 5 (ima) orang Pejabat Fungsional Urum/Tertentu 
sebagai bawahan langsung. 

(5) Rincian formasi jabatan sobegaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) sebagairmana tercanturm dalamn Lampiran If Poraturan 
Gubernur ini. 

(8) Rinciean formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 
acuan pengajuan ebutuhan pgawai PPKKPL 

Pasal 25 

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap Jab@tan sebagaimana diraksud 
pada Pasal 24 sobagalmana tercanturn dalam Lamnpiran Ill Peraturan 
Gubernur ini. 

• 

I 
I 
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(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dlmnaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pangadaan peralatan kerja PKKL. 

BAB XI 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 26 

(1) KL monyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, 
serester, triwulan, bulanan dar/atau sewaktu-wakdu kepada Kepa l  
Dinas  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi 
lap0ran' 

a. kebutuhan, ekurangan dan kelebihan pegawai; 
b. keuangan; 
c. kinerja; 
d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan 

sarana kerja, 
e. akuntab#lites, dan 
f. pelaksanaan egiatan 

Pasal 27 

Delam rngka ekuntablit.as, 9pKKL mengembangkan sistern pengendallan 
internal sebagai baian dart sistom pengend alia n  internal  Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

BAB XII 

pENGAWASAN 

Pasal 28 

Pengawasan terhada PPKKL dllaksanakan oleh: 

a. Lombaga Negara yang mempunyal tugas memeriksa pongelole in dan 
tanggung jawab keuangan Negara; 

b. Aparat Pemenksa Internal Pernerintah; dan 
c. Inspeltorat. 

BAB XI 

KETENT UAN PENUTLP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai bertalu, Keputusan Gubernur 
Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Tekis di Lingkungan Dines Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

I 
I 

I 

I 

I 
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Pasal 30 

Peraturan Guberur ini mulal bertaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalarm Benita Daersh Provins! Daorah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

Oitetapkan di Jakarta 
peda tanggat 14 Juni 2010 

GUBERNL DAERAH KHUSUS 
Il 'AJAKARTA, 

• 

F 

Diundangkcan di Jakarta 
pada tanggal 21 Juni 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

YAT 

NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 20I0 NOMOR 121 
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Lampiran I Peraluran Guberur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 

Tanggal 

117 TAHU 2010 

14 Juni 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELATHAN 

KERJ KHUSUS PENGEMBANGAN LAS 

. 

KEPALA PUSAT 

SUBBAOUN 
TATA USAHA 

I I 

SEKSI SEKSI 

PELA'THAN UJI KOMPETENSI DAN 

PEMASARAN 

SUBKELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
Il 'A JAKARTA, 

. ' 

f 



Lampiran It ; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 117 TANUM 2010 
Tanggal 14 Junj 2010 

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PELATHAN KER.JA KHUSUS PENGEMBANGAN 
LAS 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESEL ON JUMLAH 
, Kepala Pus.at S1Humaniora 

• Diktat Keperimnpinan Tk AH 
- Diktat Manajernen 

Perkantoran 
- Dildat Manajemen 

Keuangan 
It/a 1 

• Dkdat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

- Didat Komputter 
• Dildat Tekcis 

Ketenagakerjaan 

-·· 

Jumlath 1 
--· 2 Kepala Subbagian Tata • S1Humaniora Va 

, 

Usaha . Diktat Kepemimpinan Tk IV 

- Diklat Adr istr nw' al 

Perkantoran 
. Didat Administrasi 

epegawaian 
- Dikdat Pengelolaan 

Kouangan Daerah 
. Diktat Pengadaan arang 

dan Jars.a 
. Ddat Tekxie 

Keternagakerjaa 

. 

D I Administrasi 2 Pengadministrasi Umurn . 

- 
Dilat Administrasi 
Perkantoran 

. Dikdat Satrinka/ Kearsipan 
f 

Dildat Korpuler I 
. 

• 

i 
.. ·- 

� 

2 Pengurus RRumah Tangga . D ill Administrasi 
f . Dildat Bendahara Barang 
• 

Diktat Komputer I 
. 

' - Diktat Pengadaan Barang 

I dan Jarsa 

I Fengelola Keuangan • Si EkonomiManaj@men/ 1 

' 
I 

Akuntansi 
. Dillat Administrasi 

Keuangan 
. Diktat Perencanaan 
. Diktat Komputer 

. I 
' 

I 

' • i 



2 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUML AH 

Penyusun Programn • S1 ElonomiManajemen/ 1 
Akuntansi 

- Diktat Administrasi 
Keuangan 

- Dildat Peroncanaan 

- Diktat Komputer 

Bendahara Pengeluaran - D Ii Akuntansi 1 
Pembantu . Diklat Bend aharawan 

. Diktat Kornputer 

Pembantu Bendahara . DI Akuntansi 2 
. Dilat Bendaharawan 
. Diklat Komputer 

Pengadministrasi . D ! Auntans f 

Keuangan . Dikdat Bendaharawan 
- Dilat Komputer 

Caraka . SM/Sederajat 1 

- Diktat Arsipanis 

-- 

Jumlah 1.2 

3 Kepala Seksi Pelatihan • S1 Humaniora IV/a f 

. Diktat Kepernimpinen TkIV 

. Diklat Teknis 
Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Peserta - DI Administrasi 2 
Pelatihan - Diktat Kornputer 

. Diktat Administrasl 
Pokantoran 

Koordin.ator tnstruktur . D I Administras f 

. Dikdat Komputter 

. Diktat Tokie 
Ketenagakerjaan 

Petugas penyedia - DI Politeknik 5 

perlengkapan Pelatitan . Dilat Teknis 
Ketenagakerjaan 

Instruktur • Di Sesuai Kualifkcsi 10 
. Diktat F ungsional Bidang 

Pelatihan dan 

Pembclajar an 
. Diktat Telle 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 
19 

I 

I 
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NO NAMA JABATAN SYARAT DENDIDIKAN ESELON JUMLAH 
4. Kepala Seksi Uj . SttHumnaniora IV%a 1 

Kompetensi dan - Diktat Kepemimpinan Tk 
Pemasaran - Diklat Teknis 

Ketenagakerjaan 

engolah Data Alumni - DI Administrasi f 
- Diklat Komputer 

Pengolah Data Mitra Kerja - DI Administrasi f 
- Dilat Kornputer 

Petugas Pemasaran - S1Ekonomi 2 
- Diklat Komputer 

- Dikdat Tekis 

Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Sertifikas • DI Administrasi 1 
- Dikdat Kornputr 

Jumlah 

• 
Total 38 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
18I TA JAKARTA, 

• I 
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Lampiran Ill Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khu&us 

lbukota Jakarta 

Noror IL7 TAHUN 2010 

Tanggal 14 ant 2010 

STANDAR PERALATAN KER.JA PADA PUSAT PELATHAN KER.IA KHUSUS 
PENGEMBANGAN LAS 

NO Nanna Jabstan Peral@tan Jumlash 

I K a Pusat Minibus 1 unit 

Note book  1  unit 
- 

Printer f unit 
... 

:.. 
f buah 

1 buah 
- 

II Kepala Sub Begin Tatu Usha Notebook 1 unit 

h 
minter 1 unit 

Ea. 
1  buah 

.  

' 
buah 

l "  Kabinet f buah 
- 

1 E administrasi Umum 

zz 
2 unit 

··- 1 unit 

Tel«on 2 buah 

Fax 1 unit 
- 

. 

Filing Kabinet 2 buah 

Mesin Abeensl 1 unit 
- 

Mes.in Ketik 2 buah 

]5 2 Rumah T Info0us 1 unit . 
screen 1 unit 

rake 2 buah 
.. 

··- --- 

6 [ 
' 

3 1 unit 

I -- Printer 1 unit I . 
Mesi Penghencur Kertas 1 buah 

f­ 
.. 

Mesin Hi f buah 

�:.. Firg Kabinet f buah 

tR r 
4 pen p 2 unit 

Printer 2 unit 

za= 
2 buah 

.. 

2 buah 

--- 

•  
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No Nama habtan Por t tn  Kje Juriah 

5 Bendahara Pengeluaran Kompouter 4 unit 
permbantu 

Kalkula tor f buah 
Mesin 1 buah 

Brank.as 1 buah 

Ea 
1 buah 

1 buah 

• embantu Bendahara Kalk ulator 1 buah 

iiei 1 buah 

Filing Kabinet 2 buah 

7 Pengedmniwasi Keunngan 
EE 

1 unit 
1 buah 

Mes.in Hit 1 unit 
hag Ket 1 buah 

8 Caraka a 1 unit 

1 buah 

I Kopel_Seki Plattan 

: 
1 unit 

1 unit 

%% 
1 buah 
1 buah 

1 Pengadministrasi Peserta Komputor 2 unit 
Pelatihar 

inter f unit 
T 1 buah 
og Koioet 2 buah 

2 Koordinator Instruktur 

.E= 
1 unit 
, unit 

T 
, buah 

Filling Kabinet f buah 
eralatan Kerja feknit 

3 Petugas penyedia Komnputter 1 unit 
[Pedengkspan Petatihan 

Printer f unit 

ze 
1 buah 
1 bush 

-- ]Peralatan Kerja Teknis 

le 4 Instruktur 4 unit 

�- 
1 unit 

Kabinet 4 buah 

Peralatan Tekonis 

• 



• 

• 

NO Nama Jabatan Peraltanerja Jumlah 

IV Kepala Selsi Uji Kompetensi Komputer 1 unit 

dan Pemearan 

Printer f unit 

� 
1 buah 

Kabinet 1 buah 

1 Pe Data Alumni K 2 unit 

Printer 2 unit 

• 
1 buah 

2 buat 

Feral Ker Teini 

··- 

2 Pengolah Data Mitra_Kerja_ {a= f unit 

f unit 

5= 
1 boah 

Kabinet f buah 

Per latan Yeknis 

3 Pemasaran 2 unit 

printer 1 unit 

5:= 
1 buah 

Fi Kabinet 2 buah 
- 

Peralatan Teknis 

4 Pengadministrasi Serifkasi 

• 
1 unit 

1 unit 

5: 
1 buah 

1 buah 

Peralatan Teknis 

GUBERNUR PROVINS! DAERA KHU'SUS 

IBUKG 'A JAKARTA 
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